
SALINAN

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAITUN 2A12

TENTANG

RE}TRIBUSIPENGUJIANKENDARAANBpRIvIoToR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : " m;;*yffi,J:l}: rff#1,-"-iig"d,:,l?lf$,,.uilfl*
trrgL"memberikan'jaminankeselamatanterhadap
p.tlgr.rran kendaraan bermotor di jalan ;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan

rasionalis."i p.*Uiay.urr y*ig dibutuhkan dalam pemberian

p*i*y"t r,. di ;ia;; ptt'gujiuo kendaraan bermotor serta

i.r"* rangka penyesualan ketentuan-ketentuan yang

mengatur t"rriutg rltribusi , daerah sehubungan dengan

berlakuny" Ut arrig-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang

Pajak Daerah dan i"tribusi Daerah' maka Peraturan Daerah

Kabupatenu"r".g*No*o,4Tahun2006tentangRetribusi
fengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;

C'bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a dan iruruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Mengingat : 1 
H:ji::;yfffif;Hlffi-" xr"T 3##iff?ir'ffn:fi
Balangan Ai piouin"i Kaiimantan Selatan (Lembaran

Negara nepubtlt Indonesia Tahun 2003 Nomor 22'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a26s);

2,Undang-UndangNomor32Tatrun2oo4tentangPemerintahan
Daerah (Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125 T;t;an"Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 ;;;;;*ana telah aiubah kedua kali dengan

Undang-Urrd*r; N;;;t 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik mJ#esia Tahun 2OO8 Nomor 59 Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844\;

3. Undang-Und-ang Nomor 38 -Tahun 2OA4 tentang Jalan

(Lembaran N"'g;t" R;;'b[k Indonesia Tahun2Oo4 Nomor 132

TambahantembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorl32);



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahttn 2009 tentang Lalu,Lintas

dan Aigkutan "Ja1an (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

S.Undang-UndangNomor2STahun2oogtentangP4akDaerah
dan Retribusi flaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun

20t1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (LeLbaran Negara Republik Indonesia Tahun
21ll Nomor 82, Tambahln Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a)';

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun

lggg Nomor 5b Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3527\;

8. Peraturan PemerintahNomor 42 Tatrun 1993 tentang

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik

Ind'onesiaTalrunigg3Nomor63,TambahanLembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 3529);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan il Pengemudi (Lembaran Negara Re-publik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 3530) ;

l l.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang

Pedoman Pembinaal dan Pengawasan Penyeienggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negtta Republik Indonesia

Tahun20osNomor165Tambahanl,embaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a593);

].2.PeraturanPemerintahNomor34Tahun2006tentangJalan
(Lembaran Neg;; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86

Tambahan t eriUaran N.g** Republik Indonesia Nomor a655);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang

PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintatr'
PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahanDaerah
Kabupate"lflt" ll,"*U*t"' Negara Republik Indonesia Tahun

2oo1NomorS2Tambahan*LembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a7371;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tatacara

PemberianlnsentifdanPemanfaatanlnsentifPemungutan
PEakOa.ratrdanRetribusiDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Ta}un 2010 Nomor 119' Tambahan

lt embaran Negara Republik indonesia Nomor 5161);



l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 {ahun 2011

tentangPembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara
Repuulit Indonesia Tahun 2}ll Nomor 69a\;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah yang menj-adi. Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten 
-ealangan 

(Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02' Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

lT.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008

tentang Pembentukan brganisasi Dan Tata Kerja Perangkat

DaerahKabupatenBalangan(LembaranDae.ratrKabupaten
Balangan Tairun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran
paeraL Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah,

terakhir aengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun zOLl
tentang peru6ahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

BatanganNomor03Tahun200stentangPembentukan
Orgariisasi Dan Tata Kerja Perangkat nqgtf Kabupaten

nJangan (Lembaran Oaeiah Kabupaten Balangan Tahun

2OLI Nomor 18);

l8.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun2oogtentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah (Lembaran Dlerah Kabupaten Bqlangan Tahun 2AA9

Nomor tb, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 55).

MenetaPkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWATilLAN RAKYAT DAERAH

I(ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEII{UTUSI{AN :

PERATuRANDAERAIITENTANGRETRIBUSIPENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2, pemerintahDaerah adalah PemerintahKabupaten Balangan'

3, Kepala Daerah adatah Bupati Balangan'

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau mod.al yang lerupakan kesatuan'

baik yang melakukan usaha ,irrrprrn yang .tidrk melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, p.;;;;; r.omrLaiter' perseroan lainnya, Badan



usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan

narna dan dalim bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasarr, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi iainnya, llmbaga, dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap'

5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor'

6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekalik bempa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel'

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adal.ah serangkaian kegiatan menguji

d.anl atau memeriksa bagian-baglan kendaraan, kereta galdengan, kereta

tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan.

8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala

adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap

kendaraan, keieta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus'

g. Buku uji Berkala, adala]. tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang

berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor,

kereta gandengan, kereta tempelan atau kenda-raan khusus.

10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak*bunyrt riy" 8 (delapan) tempat duduk-tidak termasuk tempat duduk

pe,,ge*uai, baik dengan maupurr tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yallg dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

dengan *"upm tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi'

12. Mobil Barasg adalah setiap kendaraas bermotor selain dari yang termasuk

dalam sepeda motor, mobil penumparrg dan mobil bus'

13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untu| mengangkut

barang yang se-iuruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraaf,L bermotor'

14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk.mengangkut

barang yang dirancang untuk ditarik aan seragian bebannya ditumpu oleh

kendaraan bermotor PenariknYa'

15. Kendaraal Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor

untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang

penggunaannyaunluk keperluan khusus atau mengangkut barang - barang

khusus.

16. Jumlah berat yang d.iperbolehkan yang selanjutnya disingkat. JBB adalah

berat maksimum kend"araan bermotor nerit<ut muatannya yang diperbolehkan

menurut rancangannya.

lT.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya diseb-ut Retribusi adalah

pungutan aieiaft sebagai pembayaran _atas jasa pelayanln pengujian

kendaraan U"r.r.otor yan; diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang

pribadi atau badan 
- dJam rangka pemenuhan persyaratan layak jalan

kendaraan bermotor.

18.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan k.p..,fr.rgrtt dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan'

lg.Wajib Retribusi adalah orang pribadi _atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribu-si diwqiibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuf pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu'



2o.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
- - waktu bagr W4ib R"t.lbrrsi uniuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

d.ari Pemerintah Daerah yang bersangkutan'

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang seianjutnya disingkat.sKRD adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi'

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang seianjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

i"Jr5 kredit retribusi lebih blsar daripada retribusi yang terutang atau tidak

seharusnYa terutang.

23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD,. adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.

24.Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang d.itentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

pada bank Yang telah ditetaPkan'

BAB II
NAMA, OBJIK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi

dengan nalna retribusi pengujian kendaraan bermotor'

Pasal 3

objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian

kendaraan u.rmotorl 
-termasuk 

kendaraan bermotor di air, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah oralg pribadi atau badan

yang *"*ggurrrkan- 
-AanTatau menikmati pelayanan pengujian kendaraan

t"rriotot yarrs diberikan Pemerintah Daerah'

BAB III
GOLONGAI{ RETRIBUSI

Retribusi Pengujian

Pasal 6

kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB TV

CARAMENGUKURTINGI(ATPENGGUI{AAI{JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diy\ur. berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

*""il*i aengan .lgB dan jenis/klasifikasi kendaraan'

5



(1)

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

STRIIKTUR DAN TARIF RETRTBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur.dan besarnya tarif retribusi

ait.t.pt rn dengan memperhrtit rl.l biaya penyediaan peralatan dan jasa yang

diberikan, kemampuan masyarakai, 
-aspek 

keadilan dan efektivitas

pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, dan biaYa modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran' yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

BAB lNI
WILAYAH PEMT'NGUTAI{

Pasal 1O

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian

dilaksanakan.

BAB VIII
MASARETRIBUSIDAI{SAATRETRIBUSITERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah sesuai dengan uji berkala selarna 6 (enam) bulan, terhitung

sej ak tanggal pembayaran retribusi'

Pasal L2

saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD'

BAB I](
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan'

RetribusidipungutdenganmenggunakanSKRDataudokumenlainyang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon dan kartu langganan'

(2)

(1)

(2)

(3)

6



Pasal 14

Bentuk d.an isi SKRD ditetapkan oleh Bupati'

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) pembayaran Retribusi d.ilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain
yang ait t j.rt sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD

dan STRD.

(2) Dalam hal pembaya-ran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan-Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-

iambatnya 7 x 24 Jam atau datam waktu yang ditentukan oleh Bupati'

Pasal 16

(1) pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat peiayanan

pengujian kendaraan bermotor selesai'

(Z) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi
urrtot *"rrgrt g*rrr ietrilusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan

alasan yang dapat dipertanggungj awabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {21

ditetapkan oleh BuPati.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan

alasan yang dapat dipertanggungi awabkan'

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat daiam buku penerimaan'

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkaa

oleh BuPati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Penagihan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagih;n retribusi dikeluarkan segera setelah T

(Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran'

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) h*i setelah tanggal waktu surat\-/ 
i.gurrrTperlngatan/surat fain vans sejenis, wajib retribusi harus membayar

retribusinYa Yang terutang.



(1)

(2)

(3)Suratteguransebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikeluarkanolehpejabat
yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PERUBAIIAN TARIF

Pasal 2O

TarifRetribusiditinjaukembalipalinglama3(tiga)tahunsekali.

peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilakukan dengan memperhatikan indets harga dan perkembangan

perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana d'imaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan BuPati'

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIT

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepa! pada:vaktunya atau

kurang membayar, iit "rr*t rn sattk*i administratii berupa bunga Za/o {d.ua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang i"*t"Ilg yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD;

Pasal22

(1)PenagihanRetribusiterutangyangtidakataukurangdibayardidahului
dengan Surat Teguran'

pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat Lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan t*t iou*l dikeluarkan segera setelah 7

(tu:uh) hari sejak jatuh tempo pembayaran'

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

yang ditunjuk.

BAB XTV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 23

(1) W4iib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

atau pejabat yang ditunjuk atls SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secafa. tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas

disertai a.lasan- alasan yang j elas'

(3)Keberatanharusdiajukanl,]*jangka..yak.tupalinglama3{tiga)bulan
sejak tanggal SKRD dltertitt<ai-ll""il jika wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka ;i.il it" tiari. daplt dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasaannYa'

(2)

(3)
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(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang terjadi di luar kef,endak atau kekuasaan Wajib Retribusi'

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribu si'

(1)

Pasal 24

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan

diterima, Bupati nlrus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan'

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat _(1) adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang di4jukan harus

diberi kePutusan oleh BuPati'

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa.menerima seluruhnya atau

*"f.gf*, *".rotrk atau menambah besarnya Retribusi yang terutang'

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatl-r keputusan, kebeiatan yang diajukan tersebut

dianggaP dikabulkan.

Pasal 25

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya' kelebihan

pembayaran Retrlbusi dikembalikan dengan ait*ttturt imbalan bunga sebesar

L;i" gi"persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan'

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB'

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERII{GANAN DAN

PEMBEBASAN REIRIBUSI

Pasal 26

Bupatidapatmemberikanpengurangal'keringanan,danpembebasart
retribusi.

pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) diberiiian dengan m"mp"tftatikan kemampuan wajib retribusi'

Tatacarapengurangan,keringanan,danpembebasanretribusiditetapkan
lebih lariiuf dengan Peraturan Bupati'

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

(1) Atas keiebihajl pembayarar:. Retribusi, wajib Retribusi atau w4jib Retribusi

dapat *"r,gErtk perinohonan pengembalian kepada Bupati'

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



(2)Bupatid.alamjangka-w3J<tu.ralinglama6(enam)bulan,sejakditerimanya
permohonr" ;;;"*bd1* f."i.Uifr* p**L"yrtan Retribusi sebagaimana

ii*rf.*ra ptd" ayat (1), harus memberikan keputusan'

(3)Apabilajangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2|telahdilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan' permohonan pengembalian

pembayaran Retribusi dianggup iiu"t"fuq aan srRpLB harus diterbitkan

hrf"* iangka waktu paling lama 1 (satu) bulan'

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang' kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana Jimat sud padl ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih

dahulu utang Retribusi'

(5) Pengembalian kelebihan pembaya-ran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam:rrg-k"-*uta, paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannYa SKRDLB'

(6) Jika pengembalian kelebihan pemblyTT Retribusi dilakukan setelah lewat

2 (dua) b,rl;, Brpati memt.lu. imtatan bunga sebesar 2oh ldua persen)

seburan atas keteriambatan d;;fi; kelebihan pembayaran Retribusi'

(7)TatacarapengembaliankelebihanpembayaranRetribusisebagaimana
dimaksud p"J"?V"t (1) diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB XYII
KEDALTIWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat t.t rtu],Cvu Retribusi, kecuali apabila Wajib

itiiU"*l metat<irt<an tindak pidana di bidang retribusi'

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana d'imaksud pada ayat (1)

terta.ngguh jika:
diterbitkan Surat Teguran ; atau
ada pengakur. "i#g 

net iu.tsi dari waiib Retribusi' baik langsung maupun

tidak langsung.

Dalam hal diterbitka' surat Teguran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan'ailrit""g 
"sejak tanggal diterimanya surat

Teguran tersebut.

Pengakuan utang Ret1br11i..?"Y" langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf r"J*rrr, wajib R;;;;;;-a"rig* kesadarannva menvatakan

masih mempunyai utang n"tri["*i dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah'

PengakuanutangRetribusi:.?"*.tidaklangsungsebagaimarradimaksud
pada ayat (2) rroiri u a"pat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran ;; permohonan klberatan oleh W4iib

Retribusi'

(1)

{2)

a.
b.

(3)

(4)

(5)
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Pasa1 29

(1) piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagr karena hak untuk
melakukan penagihan sud.ah kedaluwarsa dapat dihapuskan'

(2t Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan BuPati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 3O

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaal untuk menguji kepatuhan
pemenuhan t<ew{liUan retribusi daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan Perundang-undan gan,

(2) Waiib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatal, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yaflg berhubungan dengan

objek Retribusi Yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukal'

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaal Retribusi diatur iebih

lanjut dengan Peraturan BuPati.

BAB XI/
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikarr insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu'

(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan meialui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB X\II
PEI{YIDII{AN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah.Daerah diberi

wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikal tindak

11



(2)

pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang Hukum Acara Pidana.

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipii tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. Menerima, mencari, me.tgumpulkan dan meneiiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengUmpuikan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilatrmkan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, danf atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yarig perlu untuk keiancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

BAB I(VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wqiib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga meruglkan

t er.Lg"r, daerah dii.ncam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutartg'

Tindak pidana sebagaimana d.imaksud ayat (1) adalah pelanggaran'

(3)

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya\ / 
p.rryiaiul dan Lenyampaikan trasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

Lelalui penyidik pejabai Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang aiatur da]am Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

(1)

(2)

12



BAB 
'NtrIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal_halyangbelumcukupd"iaturdaiamPeraturarrDaeraleini,sepanjang
mengenai p"rrr.suo.unnya diatur dengan Peraturan Bupati dan atau ditetapkan

dengan kePutusan BuPati'

Pasal 35

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tansqal diundangkan'

Agar setiap o.uog"J^p* mengetahrli *"*#*tahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkror* iram Lembaran Daerah Kabupaten/Kota'

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2Al2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

Ditetapkan di Paringin
pada tangga1 5 Maret 2AL2

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFBNDIE

BALANGAN TAHUN 2OI2 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinYa.
Setda Kab. Balangan,
ukum,

IN, SH
(rv/b)

o19 199203 1 002
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PENJELASAN

ATAS

PpRATURAI{DAERAIII(ABUPATENBALAI{GAN
NOMOR 9 TAHUN 2OT2

TENTANG

RETRIBuSIPENGuJIANKENDARAANBERMoToR

I. UMIIM

Bahwa datam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

penyedia 3^*. u,,gt utan sel! dalamiangta meaberikan jaminan keselamatan

terhadap p"rrggri*an kendar"ro L"r*oior di jalan, Dalam Peraturan Daerah

ini mengatur kewajiban orang pribad.i atau badan yang menggunakan dan/atau

menikmati pJ"vLr" p"tigu;iu. kendaraan bermotor yang diberikan

Pemerintah Daerah dan atas pemberian pelayanan pengujian kendaran

bermotor OipungUt retribusi dengan nama retribusi pengujian kendaraan

bermotor.

Batrwa pengaturan mengenai pungutan 
- 
retribusi pengujian kendaraan

bermotor ""U"g*i**a 
diaiur dal;n irf"- Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimala telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dalam perkembangannya

Undang-Undar; 
-ai*ufi""a 

telah dicabut dan digantikan dengan Undang-

Undang NomorlS Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah'

Bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk

memberikan irilt 6 keseLmatan secara teknis terhadap penggunaan

kendaraan U.'.*oto, di jalan, meiestarikan lingkungan dAi kemungkinan

pencemaran yang diakibaikan oleh penggunaan kend'araan bermotor di jalan

dan mengawasi agar kendrr.* b.*totor-tetap dalam kondisi iaik jaian karena

kondisidemikianmempunyaidampak-langsung.terhadapupaya
menghindarkan dari resiko t.".irt aan yang da-Rat menimbulkan korban jiwa

maupun kerugian harta benda yang tentunya hal ini tidak kita harapkan'

Bahwa untuk memaksimalkan pungutan daerah dan menjamin keselamatan

kendaraan bermotor sebagaimaia iimat<sud diatas, maka perlu membentuk

peraturan Daerah Kabupaten eJangan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor.

II. PASAL DEMi PASAL :

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2
CukuP jelas'

Pasal 3
CukuP jeias'

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

l4



CukuP jelas.

Pasal 6
Culo"rP jelas.

Pasal 7
CukuP jelas.

Pasal 8
CukuP jelas.

Pasal 9
CukuP jelas.

Pasal 10
CukuP jelas.

Pasal 11
CukuP jelas.

Pasal 12
CukuP je1as.

Pasal 13
CukuP je1as.

Pasal L4
CukuP jelas.

Pasal 15
CukuP jelas.

Pasal 16
CukuP jelas.

Pasal 17
CukuP jelas.

Pasal 18
CukuP jelas.

Pasal 19
CukuP jelas.

Pasal 20
CukuP jelas'

Pasal 21
CukuP jelas'

Pasal 22
CukuP jelas'

Pasal 23
CulorP jelas'

Pasal 24
ayat (1)
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Pasal 26
CukuP jeias.

Pasal 27
CukuP jelas'

Pasal 28
CukuP jelas.

Pasal 29
aYat {1)

CukuP jelas'
ayat 12\

Yang dirnaksud d'engarr pengakuan utang retribusi secara

langsung adalah #ajib 
' r"Iribr"i dengan kesadarannya

*".v"i&an masih *J,,,p"y* utang retribusi dan belum

melJnasinya kepad"a Pemerintah Daerah'

aYat (3)
CukuP jelas'

aYat (4)

CukuP jelas'

"r"'fll1* dimaksud dengan pg,rg+ya utang retnbusi secafa tidak

rrr#""e-"aJ"r, *":ii r"tiiurisi tidak secara nyata-nyata langsung

menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai'- utang retribusi

i."paar Pemerintah paerah, riisalnya wa3lU retribusi mengajukan

permohona-n "g**'uo/penundaT, 
p;*bayaran atau wajib

retribusi mengajukan permohonan keberatan'

Pasal 30

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

CukuP jelas.
ayat (2)

CukuP jelas.

ayat (3)
Cukup jelas'

ayat i4)
Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya "q$'h gyatu

keadaan y;; ierjadi Ei t.r* kehendak/kekuasaan wajib retribusi,

misalnyakarenawajibretribusisakitatauterkenamusibah
bencana alam.

25
Cukup jelas.

25
Cukup jelas'

Cukup jelas.

31
Cukup jelas.

32
Cukup jelas.

JJ
Cukup jelas

Pasal

16



Pasa] 34
CukuP jelas'

Pasal 35
CukuP jeias.

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABTIPATTNBALANGANNoMoRT9
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Lampiran : Peraturan Daeratr Kab. Balangart
Nomor 9 Tahun 2OL2
Tanggal 5 Maret 2OL2

STRI'KTIIR DAN TARIF REf,RIBUSI PEI{GUJIAN KTI{DARAAN BERMOTOR

ilo. JENIS/ I'LASIFIXASI PELIIYAISAIV RINCIAN TARIT' JTIULITH

1 2 3 4
I Penguj ian Kendaraan Bermotor:

6. Kendaraan denganJBB < 5500 kg
dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya uji ;

2) fenggantian buku uji;
3) eUt uji, kawat, segel ; dan
4) Tanda samping/ stiker.

b. Kendaraan dengan JBB 55OO - 15OOO

kg dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya uji;
2) fenggantian buku uji;
3) Ptat uji, kawat, segel;dan
4) tanaa samping/ stiker.

C. Kendaraan denganJBB > 15O00 kg
dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya uji;
2) fenggantian buku uji;
3) nut uji, kawat, segel; dan
4) Tanda samping/ stiker.

Rp.3O.OOO,-
Rp.10.0OO,-
Rp.10.000,-
Rp.15.000,-

Rp.40.000,-
Rp.1O.000,-
Rp.10.000,-
Rp.15.0O0,-

Rp.50.000,-
Rp.1O.000,-
Rp.10.000,-
Rp.15.000,-

Rp.65.O0Or-

Rp.75.OOO,-

Rp.85.OOO,-

2 Kendaraan Uji LengkaP :

a. biaya uji ; dan
b. penggantian buku uji.

Rp.30.00O,-
Rp.1O.00O,-

Rp.4O.OOO,-

3 Registrasi Kendaraan Bermotor :

a. baru dan mutasi masuk ;

b. mutasi keluar ;

c. modifikasi/ perubahan bentuk atau
tipe.

Rp.25.0O0,
Rp.5o.000,
Rp.25.000,

4 Numpang qii keluar/masuk dikenakan biaya
sebesar biaya uji
berkala menurut
JBB -nva.

5 Penggantian tanda lulus uji:
a. buku uji rusak ;

b. buku uji hilang;
c. plat, Kawat dan segel rusak ;

d. plat, Kawat dan segel hilang;
e. tanda samping rusak.

Rp.2O.00O,-
Rp.5O.000,-
Rp.1O.O0O,-
Rp.10.0O0,-
Rp.15.000,-

6 Pengecatan ldentitas / Lokasi Rp. 10.0O0,-

sesuai dengan aslinYa.
Setda Kab. Balangan,

,

N, SH
(rv/b)

BI'PATI BALI\ITGAI{,

Ttd

II. STFEK TFFET{DIE

L9 t99203 1 002
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